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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK - Bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan memberikan
pemenuhan hak dasar terhadap setiap pekerja melalui perlindungan kepada
tenaga kerja sesuai dengan nilai kemanusiaan berdasarkan pancasila dan tujuan
negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan
program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berperan serta
dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di
wilayah sehingga perlindungan kepada pekerja dapat tercapai, untuk
memberikan kepastian hukum dalam perlindungan tenaga kerja, maka
Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan pengaturan untuk
mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153), Peraturan Pemerintah



CATATAN

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jamina Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5730), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nomor 7093),
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 118), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17), dan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
147).

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diatur mengenai peran Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diatur
mengenai perencanaan, diatur mengenai pelaksanaan, diatur mengenai fasilitasi
Pekerja Rentan, diatur mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur mengenai
Tim Koordinasi Pembinaan, diatur mengenai partisipasi masyarakat dan dunia
usaha, diatur mengenai pemberian penghargaan, diatur mengenai pendanaan,
dan diatur mengenai ketentuan penutup.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2026.
Penjelasan: 3 halaman.



